BAB III

PEMBAHASAN

3.1. Ruang lingkup Ketertiban Umum dalam Perda No.10 Tahun 2010
Kabupaten Sidoarjo

Istilah ketertiban umum menurut Kollewijn memiliki sejumlah variasi
pengertian. Pertama, ketertiban umum dalam hukum perikatan merupakan
batasan dari asas kebebasan berkontrak. Kedua, sebagai unsur pokok dalam
“ketertiban dan kesejahteraan, keamanan” (rust en veiligheid). Ketiga,
sebagai pasangan dari “kesusilaan yang baik” (goede zeden). Keempat,
sebagai sinonim dari “ketertiban hukum” (rechtsorde), ataupun kelima
“keadilan.” Keenam, sebagai pengertian dalam hukum acara pidana untuk
jalannya peradilan yang adil, dan terakhir kewajiban hakim untuk
mempergunakan pasal-pasal dari perundang-undangan tertentu.'

Yu Un Oppusunggu mengatakan, ketertiban umum berbeda dengan
kepentingan umum. Secara konseptual, kepentingan umum berarti menjaga
kepentingan masyarakat luas atau kepentingan bersama, yang sekaligus
diperhadapkan (vis-a-vis) dengan kepentingan kelompok, golongan atau
individu. Kepentingan umum menjadi, misalnya, dasar untuk menggusur atau
mengambil sebagian atau seluruh tanah milik seseorang untuk tujuan
pembangunan sarana dan prasarana publik. Untuk keperluan tersebut
Pemerintah dapat menetapkan jumlah ganti kerugian sepihak, sesuai dengan
kemampuan keuangannya. Oleh karena penggusuran tersebut adalah untuk
kepentingan umum, maka pihak yang tergusur dapat menerima uang ganti
kerugian yang sepihak tadi. Dalam penerapan kepentingan umum terdapat
kebutuhan praktis dari masyarakat. Namun kepentingan umum bukanlah
suatu dasar atau alasan pengesamping bagi keberlakuan hukum asing.
Sebaliknya, ketertiban umum tidak dapat dijadikan dasar untuk penggusuran.
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Penerapan ketertiban umum adalah suatu kebutuhan normatif dan ideal.’
Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat terpacu pada Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (PP
No. 6 Tahun 2010). Berdasarkan Pasal 1 Angka 10 PP No. 6 Tahun 2010,
ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis
yang memungkinkan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat
melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur.

Definisi dalam ketentuan PP No. 6 Tahun 2010 menunjukkan bahwa
kondisi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat tidak lahir dari kondisi
masyarakat dalam pemerintahan otoriter. Kondisi ketertiban umum dan
ketentraman tersebut terjadi dalam kondisi yang dinamis. Artinya,
masyarakat secara aktif menjalankan kehidupan bermasyarakat tanpa
tekanan. Selain masyarakat, Pemerintah dan pemerintah daerah juga dapat
melaksanakan kerja pemerintahan dengan baik. Berdasarkan Perda tersebut
diatur 8 (delapan) jenis ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
Delapan jenis ketertiban umum dan ketentraman masyarakat tersebut antara
lain:

1. tertib jalan, jalur hijau, trotoar, taman dan fasilitas umum lainnya
(Pasal 3, 4, dan 5);
tertib sungai, saluran, kolam (Pasal 6 dan 7);
tertib lingkungan (Pasal 8);
tertib tempat dan usaha tertentu (Pasal 9);
tertib bangunan (Pasal 11);
tertib sosial (Pasal 12 dan 13);
tertib kesehatan (Pasal 14, 15, 16, 17, dan 18); dan
tertib tempat hiburan dan keramaian (Pasal 19, 20, dan 21).

PN AN WD

Sebagai wujud dari pengaturan terhadap daerah, setiap Pemerintah
Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia berupaya melakukan pengaturan
terhadap kegiatan-kegiatan yang dinilai mengganggu aktivitas masyarakat
atau ketertiban umum. Bentuk konkrit pengaturan tersebut adalah dengan
membentuk peraturan daerah dalam rangka mengatasi masalah ketertiban
umum. Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU No. 23 Tahun 2014), ketentraman
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dan ketertiban umum merupakan kewenangan Pemerintah Daerah sebagai
Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.
Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam ketentraman dan ketertiban
umum antara lain meliputi: *

a. penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1
(satu) Daerah kabupaten/kota;
. penegakan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/walikota;
¢. pembinaan PPNS kabupaten/kota.

Untuk kepentingan efektivitas pelayanan di daerah, maka wewenang
yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah itu selanjudnya didelegasikan lagi ke
Pemerintah Kabupaten atau Kota. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 6
ayat (4) huruf ¢ yang meneyebutkan : urusan Pemerintah Kabupaten atau kota
dalam melakukan pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan meliputi
pengawasan terhadap pelaksanaan lalu lintas dan angkutan jalan kabupaten
atau kota. Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan manajemen dan
rekayasa lalu lintas untuk jalan kota setelah mendapat rekomendasi dari
instansi Pemerintah bertanggung jawab atas terjaminnya keselamatan lalu
lintas dan angkutan jalan. Untuk mencegah kecelakaan lalu lintas Pemerintah
melakukan kebijakan yang dilaksanakan melalui : partisipasi para pemangku
kepentingan, pemberdayaan masyarakat, penegakan hukum, kemitraan
global. Pencegahan kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) dilakukan dengan pola penahapan yang meliputi program jangka pendek,
jangka menengah, dan jangka panjang. Penyusunan program pencegahan
kecelakaan lalu lintas dilakukan oleh forum lalu lintas dan angkutan jalan
terkait. Selanjudnya Pasal 203 ayat (1) menegaskan bahwa Pemerintah
bertanggung jawab atas terjaminnya keselamatan lalu lintas dan angkutan
jalan. Untuk mencegah kecelakaan lalu lintas Pemerintah melakukan
kebijakan yang dilaksanakan melalui : partisipasi para pemangku
kepentingan, pemberdayaan masyarakat, penegakan hukum, kemitraan
global. Pencegahan kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) dilakukan dengan pola penahapan yang meliputi program jangka pendek,
jangka menengah, dan jangka panjang. Penyusunan program pencegahan
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kecelakaan lalu lintas dilakukan oleh forum lalu lintas dan angkutan jalan di
bawah koordinasi Kepolisian Negara Rrepublik Indonesia. *

Pasal 28 ayat (1) dan (2) UU No.22 tahun 2009 juga mengatur
tentang larangan dan sanksi hukum yang berkaitan dengan lalu lintas yang
menegaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang
mengakibatkan gangguan atau perbuatan yang mengakibatkan kerusakan
dan/atau gangguan fungsi jalan termasuk fungsi perlengkapan jalan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1). Undang-Undang juga
memberikan peluang kepada masyarakat sipil untuk berpartisipasi dalam
penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. Hal ini secara eksplisit
dinyatakan dalam Pasal 256 ayat (1), (2), huruf a, b, ¢, d yang berbunyi :

Pasal (1) masyarakat berhak berperan serta dalam penyelenggaraan

lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal (2) peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) berupa :

a. Pemantauan dan penjagaan keamanan, keselamatan,
ketertiban, serta kelancaran dan angkutan jalan.

b. Masukan pada isntansi pembina dan penyelenggara lalu
lintas dan angkutan jalan di tingkat pusat dan daerah dalam
penyempurnaan peraturan, pedoman, dan standar teknis di
bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

c. Pendapat dan pertimbangan kepada instansi pembina dan
penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan di tingkat
pusat dan daerah terhadap kegiatan penyelenggaraan lalu
lintas dan angkutan jalan yang menimbulkan dampak
lingkungan, dan

d. Dukungan terhadap penyelenggaraan lalu lintas dan
angkutan jalan

Jelas yang dimaksud diatas adalah peran serta masyarakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemantauan dan penjagaan
kemanan, keselamatan, ketertiban, dan kecelakaan lalu lintas dan angkutan
jalan. Bentuk partisipasi yang lain ialah berupa pemberian masukan kepada
isntansi pembina dan penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan pada
tingkat pusat dan daerah dalam penyempurnaan peraturan, pedoman, dan
standar teknis di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Pendapat dan
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pertimbangan kepada instansi pembina dan penyelenggara lalu lintas dan
angkutan jalan ditingkat pusat dacrah dapat juga dilakukan terhadap kegiatan
penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang menimbulkan dampak
lingkungan, dan dukungan terhadap penyelenggara lalu lintas dan angkutan
jalan. Selain dari ada itu undang-undang juga memberi peluang terhadap
masyarakat sipil untuk berinisiatif secara swadaya memebrikan pengaturan
lalu lintas pada situasi- situasi tertentu seperti : ketika terjadi kecelakaan
besar yang harus melibatkan banyak personil kepolisian dan juga satuan
polisi pamong praja bahkan dinas pehubungan pada waktu tersebut tidak
memadai. Dalam situasi seperti ini masyarakat diperbolekan untuk
memberikan partisipasinya dalam pengaturan lalu lintas.

Menurut konsep ketertiban umum yang memiliki arti bahwa
ketertiban umum adalah suatu keadaan yang didalamnya tidak ada
sebuah kekacauan serta pelanggaran, dan keadaan tersebut dalam kondisi
yang teratur dan tidak ada penyimpangan terhadap aturan. °Maka
keberadaan dan peran Supeltas dalam hal ini tidak menentang aturan yang
berlaku, selain itu juga tidak menimbulkan kekacauan atau pelanggaran,
keberadaan Supeltas adalah teratur dan terkoordinir, melalui Supeltas
kondisi jalan raya terarah karena Supeltas adalah sebagai pengawal dan
pengatur akan ketertiban dan keamanan berlalu-lintas, juga dengan
adanya  Supeltas  maka kemacetan dapat terminimalisir, serta etika
pengendara raya dapat lebih terjaga. Jadi, keberadaan serta peran supeltas ini
justru membuat keadaan menjadi lebih baik dan lebih tertib dan teratur,
dan hal ini adalah termasuk dalam perwujudan Kketertiban umum.
Berdasarkan fungsi ketertiban umum yang menyatakan bahwa ketertiban
umum berfungsi sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam
mengawasi, mencegah dan menindak setiap kegiatan yang mengganggu
ketertiban umum. Maka peran Supeltas juga selaras dengan fungsi teori
ketertiban umum yaitu Supeltas ikut mengawasi dan mencegah juga
memberikan sebuah penindakan secara langsung terhadap hal-hal yang
mengganggu ketertiban umum melalui kegiatan pengaturan jalan,
Supeltas dapat memberikan isyarat agar kendaraan lebih teratur serta
tertib dijalan raya. Hal-hal yang dilakukan Supeltas ini adalah sebuah
sumbangsih ~ secara  langsung  terhadap pemerintah daerah dalam
mewujudkan fungsi ketertiban umum. Sedangkan tujuan dari ketertiban
umum adalah ketertiban umum bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran

SVictor Immanuel W. Nalle, Op.Cit.
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masyarakat pada usaha menciptakan, menjaga dan memelihara ketertiban,
ketenteraman, keteraturan dan kelestarian hidup. Peran Supeltas juga
memiliki tujuan yang sama dengan tujuan teori ketertiban umum yaitu
berusaha menciptakan, menjaga dan memelihara ketertiban dan
ketentraman, terutama ketika Supeltas bekerja dijalan raya, karena disaat
dijalan raya Supeltas berusaha untuk melakukan penertiban lalu-lintas
agar terhindar dari kerusuhan, kemacetan dan ke tidaknyamanan dalam
berkendara dijalan raya. Hal ini akan membawa terhadap kelestarian
hidup karena melalui sebuah ketertiban maka akan terhindar dari kecelekaan
lalu-lintas.®

3.2.Peran Sukarelawan Pengatur Lalu Lintas Kota Surabaya

Dalam menelusuri asal muasal munculnya Sukarelawan Pengatur
Lalu Lintas (Supeltas) atau yang biasa dikenal dengan sebutan Polisi Cepek
dan juga Pak Ogah. Dijuluki sebagai Pak Ogah karena pada awalnya
mengikuti serial Si Unyil, dimana terdapat peran yang merupakan Pak Ogah,
ia berperan dengan sering memberikan jasanya tetapi selalu minta imbalan
atau upah dengan ucapan “Cepek dulu dong..”, oleh karena itu kata Polisi
Cepek tercipta karena awal mula tersebut, yang mana mereka selalu
mendapat imbalan atas jasanya.’

Munculnya pak ogah ini dikarenakan kurang nya disiplin tata tertib
pengguna jalan yang ingin cepat jalan tanpa memperhatikan rambu lalu
lintas yang ada dan kurang maksimalnya petugas lalu lintas dari pihak
kepolisian dan juga Dinas Perhubungan. Petugas lalu lintas dari pihak
kepolisian dan petugas dari Dinas Perhubungan hanya mengatur lalu lintas
disaat jam tertentu saja seperti di pagi hari pukul 07.00-08.30 dan sore hari
pukul 16.30-18.00 siap mengatur dari jam tersebut maka kembali ke
instansinya masing-masing. Ditambah lagi kurang nya rambu lalu lintas
yang berada di persimpangan jalan membuat pengguna jalan tidak sabar dan
berhati-hati dalam berlalu lintas

SIbid.
7 Azmi zul ghisy, Relasi Mutualisme “Pak Ogah” dengan Polisi dalam
menjaga keamanan dijalan Mayor Suryotomo, Kota Yogyakarta. Data Pdf.
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Menurut The Strait Times, Sukarelawan Pengatur Lalu Lintas
(illegal traffic wardens) merupakan pengatur lalu lintas tidak resmi yang
mana kebanyakan ditemukan di pertigaan, di putaran jalan hingga
persimpangan rel kereta api. Sedangkan menurut Charles A. Chopel dalam
bukunya Violent conflict in indonesia, Supeltas adalah pengatur jalan illegal
yang biasanya meminta upah di jalan atas jasa mereka dalam mengatur
ketertiban atau kelancaran lalu lintas. ®

Keberadaan Supeltas dalam mengatur lalu lintas tersebut telah
menuai pro dan kontra karena banyaknya perbedaan berbagai pandangan di
mana ada yang menyatakan keberadaannya sangat membantu karena dapat
mengatur kekacauan atau kemacetan lalulintas serta dapat mengurai
kemacetan sedangkan terdapat juga pandangan yang mengatakan bahwa
Tindakan mereka hanya akan memperparah kemacetan dan juga bahkan
melakukan Tindakan Tindakan paksa yang hanya untuk memperoleh upah
saja. Jika persepsi masyarakat antara mengatasi kemacetan dan Tindakan
ilegal memang dipengaruhi oleh karakteristik situasional yang masuk akal
untuk mempertimbangkan hal ini. Setelah semua itu dukungan tersebut dapat
mencakup penilaian keefektifan mengatasi kemacetan pro dan kontra
Tindakan aksi Supeltas sebagai suatu pelanggaran, karena mereka sebagai
solusi dalam mengatasi kemacetan. Tanggapan atas persepsi ini disikapi oleh
masyarakat dan terkait dukungan lainnya memang dipengaruhi oleh aspek
situasi Supeltas itu sendiri. Pemandangan Supeltas yang lagi mengatur lalu
lintas di perempatan, pertigaan, atau jalur putar balik mungkin bukan
pemandangan yang asing. Dengan memakai rompi warna hijau cerah dan
peluit, Supeltas dengan sigap mengatur jalannya setiap kendaraan yang
melintas.

Sukarelawan Pengatur Lalu Lintas (Supeltas) merupakan
perealisasian dari masyarakat Indonesia sendiri yang gemar membantu.
Meskipun menuai pro dan kontra dalam masyarakat pada umumnya, namun
demikian kegiatan tersebut tetaplah ilegal dan tidak sah untuk dilaksanakan.
Keberadaan mereka memang sangat mulia, dimana mereka bersedia dengan
suka rela berdiri di persimpangan jalan raya untuk membantu kelancaran
jalannya lalu lintas. Mereka tidak pernah memungut imbalan dari apa yang
mereka lakukan, tetapi jika mereka diberi imbalan oleh pengguna jalan raya,
maka hal itu merupakan tanda terimakasih para pengguna jalan tersebut

8 Ibid.
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karena telah dibantu untuk berkendara dengan nyaman dalam menghadapi
lalu lintas di kota besar seperti Surabaya dan Sidoarjo.

Ketertiban Masyarakat merupakan salah satu produk hukum atau
peraturan tertulis yang dibuat oleh penguasa daerah yakni walikota
Surabaya. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
merupakan sebuah kewajiban daerah dalam desentralisasi untuk melindungi
keamanan dan kenyamanan masyarakat. Adanya Perda Kota Surabaya No.2
Tahun 2020 Perubahan atas Perda Kota Surabaya No.2 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat (Perda
Kota Surabaya No.2 Tahun 2020) Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun
2020 Nomor 2 Noreg Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 162-
2/2020ini diatur mengenai larangan bagi setiap warga di Kota Surabaya yang
bertujuan untuk menciptakan ketertiban umum dan ketentraman. Salah
satunya dalam pembahasan ini adalah yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1)
perda nomor 2 tahun 2014 menyatakan bahwa : °

“Setiap orang dan atau sekelompok orang yang tidak memiliki
kewenangan dilarang melakukan pengaturan lalu lintas pada
persimpangan jalan, tikungan atau tempat putar balik arah.”

PERATURAN DAERAH KOTA | PERATURAN DAERAH KOTA
SURABAYA NOMOR 2 TAHUN | SURABAYA NOMOR 2 TAHUN
2014 TENTANG 2020 TENTANG PERUBAHAN
PENYELENGGARAAN ATAS PERATURAN DAERAH
KETERTIBAN UMUM DAN KOTA SURABAYA NOMOR 2

KETENTRAMAN TAHUN 2014 TENTANG

MASYARAKAT PENYELENGGARAAN

KETERTIBAN UMUM DAN
KETENTERAMAN
MASYARAKAT

°Dini Hariyanti, Hananto Widodo, Op.Cit, h.3
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Pasal 6
) Setiap  orang  dan/atau
sekelompok orang yang tidak
memiliki  kewenangan dilarang

melakukan pengaturan lalu lintas
pada persimpangan jalan, tikungan,
atau tempat balik arah.

2) Setiap  orang  dan/atau
sekelompok orang yang tidak
memiliki  kewenangan  dilarang
melakukan pungutan uang dan/atau
pengumpulan uang terhadap
kendaraan pribadi, kendaraan umum
maupun angkutan barang yang
melintas di jalan.

3) Ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat 2)
dikecualikan bagi orang dan/atau
sekelompok orang yang
memperoleh dari Kepala
Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

1zin

Pasal 6

Tidak ada Perubahan

Pasal 44
(1) Setiap orang atau badan yang
melanggar ketentuan dalamPasal----
----, Pasal 6 ayat (1), ayat (2), -------
---Peraturan Daerah ini dikenakan

hukuman  sanksi  administratif
berupa:
a. Teguran lisan;
b. Peringatan tertulis;
¢. Penggantian pohon;
d. Penertiban;
e. Penghentian sementara dari
kegiatan;
f. Denda administrasi;
dan/atau

Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga

Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 44

(1) Setiap orang atau badan yang

melanggar ketentuan dalam Pasal-----

------- Pasal 6 ayat (1), ayat (2), -------
dikenakan  sanksi  administratif
berupa:
a. teguran lisan;
b. peringatan tertulis;
c. penghentian sementara dari
kegiatan;
penyegelan;
denda administratif;

paksaan pemerintahan;
pembekuan izin;

© ™o o
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g. Pencabutan izin,
pembekuan izin, dan/atau
penyegelan.

(2)Tata cara penerapan sanksi
administratif diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Kepala Daerah.

h. pencabutan izin; dan/atau

1. pembongkaran.
(2) Besaran denda
terhadap pelanggaran ketentuan Pasal
40B ayat (1) paling tinggi :
a. Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu
rupiah) untuk orang perorangan; dan
b. Rp. 100.000.000,00 (seratus juta
rupiah) untuk badan atau korporasi.
(3) Sanksi administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat
diterapkan secara bertahap atau tidak
secara bertahap sesuai dengan jenis

administratif

dan tingkat pelanggaran yang
dilakukan;
(4) Tata cara penerapan sanksi

administratif diatur lebih lanjut dalam
Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 46
(1)  Selain dikenakan sanksi
administratif, terhadap pelanggaran
Pasal------------- Pasal 6 ayat (1),
ayat (2), -------—-- Peraturan Daerah
ini dapat dikenakan pidana

kurungan paling lama 6 (enam)
bulan atau denda paling banyak Rp.
50.000.000,- (lima puluh
rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah
pelanggaran.

(3) Terhadap tindak pidana
pelanggaran Peraturan Daerah ini
dapat diterapkan sidang di tempat
yang pelaksanaannya
dikoordinasikan dengan instansi
terkait.

juta

Ketentuan ayat (1) Pasal 46 diubah,

sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 46
dikenakan

Selain sanksi

6]
administratif, terhadap pelanggaran
Pasal--------- Pasal 6 ayat (1), ayat (2),
Peraturan Daerah ini dapat
dikenakan pidana kurungan paling
lama 3 (tiga) bulan atau denda paling
banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh
juta rupiah).

(2) Tindak pidana
dimaksud pada ayat
pelanggaran.

3) Terhadap  tindak  pidana
pelanggaran Peraturan Daerah ini
dapat diterapkan sidang di tempat

sebagaimana
(1) adalah
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yang pelaksanaannya dikoordinasikan
dengan instansi terkait.

Tabel 1: Perbandingan Pasal 6, Pasal 44, Pasal 46 Perda Kota Surabaya No.2
Tahun 2014 dengan Tahun 2020.

Bunyi pasal diatas telah jelas mengatur bahwa setiap orang yang
tidak memiliki kewenangan dilarang untuk melakukan pengaturan lalu
lintas. Namun pada kenyataannya hal tersebut seakan menjadi sebuah aturan
belaka yang tidak ditaati dengan semestinya. Bagi pelanggar pasal tersebut
kemudian akan dikenakan sanksi administrasi berupa teguran lisan dan atau
penertiban. Dalam aturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Walikota
Surabaya Nomor 15 Tahun 2018, sanksi administrasi dapat diberikan oleh
kepala dinas perhubungan dan atau kepala Satuan Polisi Pamong Praja. Hal
tersebut menandakan bahwa atas pelanggaran khusunya Pasal 6 ayat (1)
tersebut sanksi administrasi dapat diberikan oleh kepala Satuan Polisi
Pamong Praja maupun kepala dinas perhubungan secara masing-masing atau
bersama-sama apabila ditemukan pelanggaran. Pengenaan sanksi pidana
juga diatur bagi pelanggar Pasal 6 ayat (1) perda nomor 2 tahun 2020
tersebut. Ketentuan pidana tersebut memuat pidana kurungan paling lama 6
(enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta
rupiah). Namun pada Perda Kota Surabaya No.2 Tahun 2020 tersebut tidak
menyatakan secara jelas mengenai klasifikasi pelanggaran yang nantinya
akan diberikan sanksi administrasi atau sanksi pidana. Tindakan Supeltas
yang seperti apa yang akan dikenakan sanksi pidana. Hal tersebut kemudian
membuat sanksi pidana yang ada didalam perda diartikan sebagai ultimum
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remidium atau upaya terakhir yang dapat ditempuh untuk memberikan efek
jera pada pelanggar.

Penegakan hukum administrasi terhadap pelanggar Pasal 6 ayat (1)
Perda Kota Surabaya No.2 Tahun 2020 dalam aturan pelaksanaannya yaitu
Peraturan Walikota Surabaya Nomor 15 Tahun 2018, dilakukan oleh Kepala
Satuan Polisi Pamong Praja dan atau Kepala Dinas Perhubungan. Sedangkan
dalam hal pengenaan sanksi pidana, akan langsung dilakukan penyidikan
oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kota Surabaya.'® Para penegak
hukum terhadap Supeltas yang dalam hal ini yaitu Satuan Polisi Pamong
Praja serta dinas perhubungan Kota Surabaya, meskipun belum pernah
dilakukan tindakan secara tegas terhadap pelanggaran atas Pasal 6 ayat (1)
Perda Kota Surabaya No.2 Tahun 2020 tersebut, tetapi terdapat sanksi yang
dapat diterapkan pada Supeltas di Kota Surabaya sesuai dengan Pasal 10
Peraturan Walikota Surabaya Nomor 15 Tahun 2018 adalah berupa teguran
lisan dan atau penertiban''. Berdasarkan hal tersebut maka, Supeltas yang
dalam hal ini masuk ke dalam kategori pelanggaran perda dapat diberikan
sanksi tersebut. Penerapan sanksi pada penjelasan diatas, faktanya para
penegak hukum tidak serta merta menerapkan sanksi tersebut kepada
Supeltas di Kota Surabaya. Selama ini teguran lisan dan atau penertiban
hanya pernah dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dan dinas perhubungan
pada Supeltas yang dilaporkan oleh masyarakat karena dianggap
mengganggu. Kedua instansi tersebut memaparkan bahwa penanganan
dilakukan secara humanis. Dalam hal ini humanis diartikan dengan upaya
pembiaran terhadap Supeltas selama apa yang dilakukan tidak mengganggu
dan justru cenderung membantu pengendara. Kepala Seksi Pengawasan
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya mengungkapkan bahwa saat ini
yang sedang menjadi fokus utama penanganan Satuan Polisi Pamong Praja
adalah mengenai pedagang liar serta anak-anak.Sama adanya seperti Satuan
Polisi Pamong Praja, Dinas Perhubungan Kota Surabaya saat ini sedang
berfokus pada penanganan parkir liar. Kedua instansi tersebut juga
mengungkapkan keterbatasan personel membuat penanganan cterhadap
Supeltas pun kurang maksimal. Penegakan hukum terhadap Supeltas di Kota
Surabaya yang pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan yaitu dengan
cara yang humanis. Namun hal tersebut tidak semerta-merta para penegak
hukum melakukan pembiaran terhadap Supeltas yang meresahkan

107bid.
" bid.
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masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh Kepala Seksi
Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya, yang pernah
mendapatkan laporan dari masyarakat atas Supeltas yang meresahkan karena
meminta uang secara paksa di sekitar Taman Lansia Surabaya. Menanggapi
hal tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja kemudian mengambil tindakan
berdasarkan Standar Operasional Prosedur yaitu menertibkan Supeltas
tersebut.

Serupa dengan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota
Surabaya, yang pernah melakukan penertiban terhadap Supeltas yang
dengan sengaja membuka penghalang jalan (road barrier) yang ada di
tempat putar balik arah (u-turn) di Jalan HR Muhammad Surabaya. Supeltas
tersebut nekat membuka road barrier yang telah dipasang petugas agar dapat
melakukan pengaturan lalu lintas di lokasi tersebut. Menanggapi hal tersebut
kemudian Dinas Perhubungan Kota Surabaya segera mengambil tindakan
dengan menertibkan Supeltas tersebut. Selain itu dinas perhubungan juga
langsung melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam hal ini yaitu
dinas pekerjaan umum dan bina marga untuk segera menutup tempat putar
balik arah tersebut secara permanen. Berdasarkan hal tersebut, dapat
diketahui bahwa tindakan pemberian sanksi terhadap Supeltas di Kota
Surabaya baik oleh Satuan Polisi Pamong Praja maupun dinas perhubungan
masih sebatas pada laporan masyarakat. Hal tersebut karena menurut kedua
instansi tersebut, Supeltas yang kebanyakan adalah warga Kota Surabaya
sendiri masih perlu diberikan pembinaan. Selain itu alasan lain yang
membuat Satuan Polisi Pamong Praja dan atau dinas perhubungan hanya
memberikan sanksi terhadap Supeltas berdasarkan laporan dari masyarakat
saja, adalah karena kedua instansi tersebut menganggap para Supeltas belum
mengetahui tentang adanya aturan yang melarang kegiatan mengatur lalu
lintas tanpa kewenangan. Penegakan hukum terhadap keberadaan Supeltas
di Kota Surabaya berkaitan dengan larangan bagi setiap orang untuk
mengatur lalu lintas di tempat putar balik arah, persimpangan jalan maupun
tikungan jalan bertujuan agar supaya masyarakat biasa yang tidak memiliki
kewenangan dan tanpa keahlian maupun pengetahuan untuk mengatur jalan,
tidak menyebabkan masalah lain yang dapat timbul karenanya. Apabila
orang yang tidak memiliki kewenangan maupun pengetahuan tentang jalan
dan lebih berorientasi pada uang, maka tidak menutup kemungkinan hal
tersebut dapat menyebabkan jalanan semakin macet.



49

Gambar 1 : Wawancara dengan Supeltas Surabaya

Berdasarkan hasil wawancara mengenai penegakan hukum terhadap
keberadaan Supeltas di Kota Surabaya, bahwa Penegakan hukum terhadap
keberadaan supeltas di Kota Surabaya, dapat dikatakan bahwa untuk
mengtatasi keberadaan Supeltas dilakukan dengan cara-cara yang humanis
yaitu hanya dengan memberikan teguran lisan dan atau penertiban kepada
supeltas yang meresahkan pengendara berdasarkan laporan dari masyarakat.
sehingga tidak ada tindakan tegas dari pihak terkait untuk penertiban
keberadaan mereka karena menurut hasil wawancara dengan salah satu
Supeltas, mereka mengatakan bahwa keberadaannya mendapat izin dari
Polsek yang mana mereka diberi surat berupa selembar kertas yang berupa
surat keterangan atau surat tugas yang berisi nama dan keterangan bahwa
mereka ditetapkan untuk mengatur lalu lintas pada lokasi tersebut dengan
syarat mereka harus menjalankan tugasnya dan beroperasi dengan penuh
tanggung jawab. Penulis tidak mengetahui dan mendapatkan surat tersebut
secara fisik dikarenakan pada saat itu Supeltas yang penulis wawancara
sedang tidak membawa surat tersebut.

Memberi surat izin justru bertentangan dengan perda yang berlaku
di Kota Surabaya, dimana sudah jelas bahwa terdapat larangan dalam hal
tersebut. sehingga dapat diketahui adanya Kendala dalam penegakan hukum
terhadap Supeltas di Kota Surabaya antara lain adalah karena ketidakjelasan
aturan yang mengatur tentang pengklasifikasian sanksi terhadap Supeltas
yang dalam hal ini adalah sanksi administrasi atau sanksi pidana; penegak
hukum yang tidak secara tegas menerapkan sanksi kepada Supeltas; dan
Supeltas sendiri yang tidak mematuhi aturan yang ada serta pribadi
masyarakat yaitu pegendara kendaraan bermotor yang cenderung
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membutuhkan bantuan Supeltas untuk membantu mengatur lalu lintas. Maka
hal tersebut, dapat ditujukan kepada Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas
Perhubungan Kota Surabaya agar memberikan sanksi administrasi berupa
teguran lisan dan atau penertiban agar sebaiknya tetap dilakukan pada saat
melakukan patroli. Hal tersebut tidak semerta-merta langsung menertibkan
secara paksa, melainkan dengan diberikan teguran diharapkan Supeltas
mengerti bahwa hal yang dilakukan adalah melanggar aturan tentang
ketertiban umum Kota Surabaya. Selain itu agar Satuan Polisi Pamong Praja
maupun dinas perhubungan lebih gencar untuk melakukan sosialisasi dan
pembinaan kepada Supeltas dalam bentuk apapun, baik melalui media sosial
maupun tatap muka. Hal itu akan sedikit demi sedikit dapat menumbuhkan
kesadaran hukum masayarakat, demi untuk menciptakan ketertiban umum
dan ketentraman di Kota Surabaya
Sehingga dapat pula ditujukan kepada Polantas Kota Surabaya agar
melakukan penambahan personel oleh Polisi Lalu Lintas maupun untuk
mengatur lalu lintas pada wilayah dan waktu tertentu, sehingga kondisi jalan
menjadi lebih tertib dan masyarakat tidak memiliki ketergantungan kepada
Supeltas, terlebih apabila untuk melangar aturan lalu lintas.
Kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap Supeltas
di Kota Surabaya dikaitkan dengan teori unsur-unsur dalam penegakan
hukum dibawah ini :'?
1. Peraturan perundang-undangan yang tidak secara jelas mengatur
tentang sanksi yang diterapkan
Penegakan hukum sudah dimulai pada saat peraturan hukumnya
dibuat atau diciptakan. Peraturan Dearah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun
2014 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman
Masyarakat merupakan salah satu produk hukum atau peraturan tertulis
yang dibuat oleh penguasa daerah yakni walikota Surabaya.
Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
merupakan sebuah kewajiban daerah dalam desentralisasi untuk
melindungi keamanan dan kenyamanan masyarakat. Adanya Perda Kota
Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban
Umum dan Ketentraman masyarakat ini diatur mengenai larangan bagi
setiap warga di Kota Surabaya yang bertujuan untuk menciptakan
ketertiban umum dan ketentraman. Salah satunya dalam pembahasan ini
adalah yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) perda nomor 2 tahun 2014
menyatakan bahwa :

2Ibid. h.5
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“Setiap orang dan atau sekelompok orang yang tidak memiliki
kewenangan dilarang melakukan pengaturan lalu lintas pada
persimpangan jalan, tikungan atau tempat putar balik arah.”

Bunyi pasal diatas telah jelas mengatur bahwa setiap orang yang
tidak memiliki kewenangan dilarang untuk melakukan pengaturan lalu
lintas. Namun pada kenyataannya hal tersebut seakan menjadi sebuah
aturan belaka yang tidak ditaati dengan semestinya. Bagi pelanggar pasal
tersebut kemudian akan dikenakan sanksi administrasi berupa teguran
lisan dan atau penertiban. Dalam aturan pelaksanaannya yaitu Peraturan
Walikota Surabaya Nomor 15 Tahun 2018, sanksi administrasi dapat
diberikan oleh kepala dinas perhubungan dan atau kepala Satuan Polisi
Pamong Praja. Hal tersebut menandakan bahwa atas pelanggaran
khusunya Pasal 6 ayat (1) tersebut sanksi administrasi dapat diberikan
oleh kepala Satuan Polisi Pamong Praja maupun kepala dinas
perhubungan secara masing-masing atau bersama-sama apabila
ditemukan pelanggaran. '

Pengenaan sanksi pidana juga diatur bagi pelanggar Pasal 6 ayat
(1) perda nomor 2 tahun 2020 tersebut. Ketentuan pidana tersebut
memuat pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling
banyak Rp 50.000.000,- (Ilima puluh juta rupiah). Namun pada perda
tersebut tidak menyatakan secara jelas mengenai klasifikasi pelanggaran
yang nantinya akan diberikan sanksi administrasi atau sanksi pidana.
Tindakan Supeltas yang seperti apa yang akan dikenakan sanksi pidana.
Hal tersebut kemudian membuat sanksi pidana yang ada didalam perda
diartikan sebagai wultimum remidium atau upaya terakhir yang dapat
ditempuh untuk memberikan efek jera pada pelanggar.

2. Penegak hukum yang tidak menerapkan sanksi pada Supeltas sesuai
perundang-undangan.

Proses penegakan hukum dijalankan oleh para aparat penegak
hukum yang telah diatur pada masing-masing aturan. Dalam penegakan
hukum terhadap sebuah perda atau perkada merupakan tugas dari Satuan
Polisi Pamong Praja yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintahan
Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Penegakan
hukum terhadap Perda Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan
Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat khususnya dalam
pembahasan ini yakni pelanggaran atas Pasal 6 ayat (1), berupa

131bid.
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pemberian sanksi administrasi yang diatur dalam Perwali Kota Surabaya
Nomor 15 Tahun 2016 yaitu dilaksanakan oleh Kepala Satuan Polisi
Pamong Praja dan atau Kepala dinas perhubungan. Mengenai prosedur
untuk pemberian sanksi administrasi, baik pihak Satuan Polisi Pamong
Praja maupun Dinas Perhubungan Kota Surabaya menyatakan bahwa
Standar Operasional Prosedur (SOP) yang digunakan adalah sama. '

Pemberian sanksi administrasi berupa teguran lisan dan atau
penertiban menurut pihak Satuan Polisi Pamong Praja maupun dinas
perhubungan, hingga saat ini hanya diberikan kepada Supeltas yang
dilaporkan oleh masyarakat karena meresahkan. Tindakan penertiban
yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja maupun dinas
perhubungan terkait masalah Supeltas di Kota Surabaya hanya sebatas
pada apa yang telah dilaporkan oleh masyarakat. Padahal dengan ada atau
tidak laporan dari masyarakat pun, Supeltas adalah hal yang dilarang,
sesuai dengan Pasal 6 (1) Perda Kota Surabaya No.2 Tahun 2020.
Menurut pihak Satuan Polisi Pamong Praja maupun dinas perhubungan,
Supeltas tidak semerta-merta ditindak dengan tegas karena kedua instansi
tersebut mengedepankan cara yang humanis. Hal tersebut karena,
sebagian besar Supeltas adalah warga Kota Surabaya dan keberadaannya
terkadang dibutuhkan oleh masyarakat.

Dalam penertiban Supeltas dijalan raya, Satuan Polisi Pamong
Praja Kota Surabaya tidak memiliki program khusus, namun Satuan
Polisi Pamong Praja berupaya dengan melakukan kerjasama dengan
institusi-institusi terkait yang mempunyai program penanganan anak
jalanan, salah satunya bekerja sama dengan Dinas Sosial Kota Kota
Surabaya. Berdasar hasil wawancara dengan salah satu anggota Satuan
Polisi Pamong Praja kota Surabaya, bahwa penertiban dan penanganan
Supeltas Kota Surabaya, bukan sepenuhnya kewenangan '°

Penjelasan diatas memberikan gambaran pada penegakan hukum
terhadap Supeltas yang tidak tegas karena hanya menindak berdasarkan
laporan dari masyarakat, padahal apabila pihak Satuan Polisi Pamong
Praja maupun dinas perhubungan menemukan pelanggaran dapat
langsung diberikan sanksi berupa teguran lisan dan atau penertiban.

“Ibid.

15 Imra Atul Husna Lukra, Fitri Eriyanti, Efektivitas Penerbitan Aksi Pak Ogah
Dijalan Raya Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang, Jurnal Administrasi
Publik, FIS, Universitas Negeri Padang, Vol.1 No.3, 2019.
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Supeltas yang tidak taat akan aturan serta pribadi pengendara kendaraan
bermotor yang masih membutuhkan Supeltas untuk mengatur lalu lintas

Penegakan hukum erat kaitannya dengan masyarakat sebagai
subjek lain dalam upaya penegakan hukum. Dalam hal ini sikap dan
perilaku masyarakat terhadap hukum menjadi hal yang sangat penting.
Sikap masyarakat yaitu Supeltas sebagai pelanggar perda menunjukkan
akan sikap yang tidak taat akan aturan yang ada. Hal tersebut karena
berdasarkan hasil wawancara terhadap dua Supeltas di Kota Surabaya
yang menyatakan bahwa mereka mengetahui adanya aturan mengenai
larangan mengatur lalu lintas tanpa memiliki kewenangan. Hal tersebut
menunjukkan ketidakpedulian Supeltas terhadap aturan yang ada.

Ketika alasan mendapatkan penghasilan (uang) mengedepan, hal
ini menjadi kontradiktif mengingat peran Supeltas ini adalah sebagai
sukarelawan. Bisa jadi alasan sukarela sebagai bentuk kepedulian ini
menjadi  “tercemar” karena kemudian berimbas dengan alasan
memperoleh pendapatan untuk pemenuhan kebutuhan dasar hidup. Hal
ini yang pada satu sisi dapat memudarkan arti penting keterlibatan
masyarakat terhadap isu publik seperti Supeltas ini. Sebagai contoh,
pernah diberitakan bahwa Polres Sidoarjo yang pernah menjadi pioneer
Supeltas, saat ini malah menyatakan pelarangan keberadaan Supeltas
karena dinilai malah menambah kemacetan dengan tindakannya yang
lebih memprioritaskan pelayanan hanya kepada mereka yang memberi
uang.'®

Keberadaan Supeltas sendiri juga berkaitan erat dengan sikap
dari masyarakat yaitu pengendara kendaraan bermotor sendiri yang
memiliki disiplin berlalu lintas yang rendah. Hal tersebut kemudian
menimbulkan keadaan jalan yang tidak kondusif, serta secara bersamaan
dibutuhkanlah bantuan dari seorang Supeltas yang dapat mengatur lalu
lintas. Sikap masyarakat yang masih membutuhkan peran Supeltas
menjadi berlawanan dengan peraturan yang ada. Hingga saat ini, terdapat
pro dan kontra dari masyarakat dalam hal ini adalah pengendara
kendaraan bermotor terhadap adanya Supeltas, hal tersebut dapat dilihat
dari hasil wawancara dengan dua pengendara di Kota Surabaya. '

16 Asal Wahyuni Erlin Mulyadi, Supeltas Dan Pelican Crossing: Ragam
Inovasi Pelayanan Publik di Kota Surakarta, Jurnal Analisis dan Pelayanan Publik,
Vol.2 No.1, 2016

17 Dhastia Sari, Respon Masyarakat Terhadap Supeltas (Sukarelawan Pengatur
Lalu Lintas) di Kota Pekanbaru, JOM FISIP Vol.7 Edisi II Juli, 2020, h.4.
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3.2. Peran Sukarelawan Pengatur Lalu Lintas Kabupaten Sidoarjo

Kehadiran Supeltas di jalan untuk mengenai pro dan kontra dalam
masyarakat pada umumnya, namun demikian kegiatan tersebut tetaplah
illegal dan tidak sah untuk dilaksanakan. Meski kita tidak melihat dampak
yang begitu besar dengan hadirnya polisi coba tersebut namun tetap keadilan
mereka nyata dirasakan dan apabila diabaikan keberadaannya akan
mempengaruhi sistem yang ada pada masyarakat ke depannya, seperti yang
diungkapkan pakar sosiologi dalam di teorinya structural-fungsional
menyatakan bahwa suatu sistem dapat beroperasi menentang fungsi fungsi
lainnya dalam suatu sistem sosial. Begitu pula yang terjadi pada masyarakat,
bahwa kehadiran supeltas di dalam masyarakat tentu memiliki fungsi, namun
keberadaannya dapat mengganggu sistem yang ada dalam masyarakat
meskipun perlahan lahan, namun dapat membawa perubahan dalam
masyarakat sehingga dibutuhkan cara untuk menyelesaikan agar masyarakat
tetap dalam keseimbangan.

Salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam turut serta mengatasi
perma- salahan lalu lintas adalah dengan menjadi Supeltas. Sebenarnya
Supeltas juga dijumpai di negara lain seperti Mumbai. Mereka disebut
Supeltas karena mengatur arus lalu lintas yang ramai secara sukarela dan
dengan imbalan sukarela dari para pengendara. Walaupun masih banyak
ditemui Supeltas yang tidak menggunakan atribut khusus, tetapi juga banyak
dijumpai mereka yang menggunakan seragam khusus yang berlambangkan
kepolisian. Keberadaan mereka cenderung tidak dilarang oleh pihak Polisi
Lalu Lintas (Polantas), dan oleh karena itu masyarakat cenderung berpikiran
bahwa Supeltas merupakan bentukan dari Polantas.

Lawrence M Friedman mengemukakan tiga unsur yang harus
diperhatikan untuk mengetahui dan mengukur sejauh mana efektivitas
hukum itu berjalan, yang pertama adalah Subtansi Hukum, Substansi Hukum
yaitu hakikat dari isi yang dikandung dalam peraturan perundang-undangan.
Substansi mencakup semua aturan hukum, baik yang tertulis maupun tidak
tertulis, seperti hukum materiil (hukum substantif), hukum formil (hukum
acara), dan hukum adat. Dalam substansi hukum inilah yang menentukan
bisa atau tidaknya suatu hukum itu dilaksanakan. Substansi ini juga
mencakup hukum yang hidup, bukan hanya aturan yang ada dalam kitab



55

Undang-undang. Dan hukum yang hidup di masyarakat inilah yang dijadikan
acuan dalam membangun hukum yang berkeadilan. '*

Penegakan hukum terhadap Sukarelawan Pengatur Lalu Lintas di
Sidoarjo sebenarnya masih belum jelas keberadaannya dan penerapannya,
hanya terdapat beberapa pengaturan ketertiban dan ketentraman lalu lintas
yang secara khusus diatur dalam Pasal 22 Peraturan Daerah Kabupaten
Sidaorjo No.10 tahun 2013 tentang ketertiban umum dan ketentraman
masyarakat (Perda Kab. Sidoarjo No.10 Tahun 2013) hanya menyebutkan
bahwa :"

1. Setiap orang dan/atau badan berkewajiban menciptakan,
memelihara serta melestarikan ketertiban dan kenyamanan.

2. Setiap orang dan/atau badan harus berperan aktif dalam
menciptakan ketertiban umum dan ketentraman lingkungan

3. Setiap orang dan/atau badan wajib melaporkan apabila melihat
atau mengetahui telah terjadi gangguan ketertiban umum dan
ketentraman masyarakat kepada satuan polisi pamong praja
kabupaten sidoarjo dan SKPD terkait.

Pada ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang dan/atau badan
disini secara umum dapat diartikan bahwa hal tersebut ditujukan kepada
seluruh penduduk Kabupaetn Sidoarjo, yang berkewajiban menciptakan,
memelihara serta melestarikan ketertiban dan kenyamanan. Lalu pada
ayat (2) menyebutkan bahwa setiap orang dan/atau badan harus berperan
aktif, dimana seluruh penduduk aktif dalam hal menciptakan ketertiban
umum dan ketentraman lingkungan.

Secara substansi hukum, pada Pasal 22 Peraturan Daerah
Kabupaten Sidoarjo No.10 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum Dan
ketentraman masyarakat hanya menyebutkan bahwa berkewajiabnnya
bagi setiap orang atau sekelompok untuk menciptakan, memelihara serta
melestarikan ketertiban dan kenyamanan. Dan apabila terdapat
pelanggaran dan penyelewengan dalam pasal ini maka terdapat sanksi
yang dapat diberikan berupa teguran oleh pihak yang berwenang. Jadi,

18 Marwan Mas, Pengantar Ilmu Hukum, (Cet I, Bogor : Ghalia Indonesia,
2011), h.121.
YVictor Immanuel W. Nalle, Op.Cit.
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secara substansi hukum dalam hal ini Pasal tersebut yang diterapkan
masih kurang efektif.

Masih adanya pemahaman masyarakat bahwa ketentuan Perda
tersebut merugikan disebabkan belum adanya kesadaran Perda tersebut
memberikan manfaat bagi masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto,
berprosesnya tahap memahami hukum menjadi menghargai hukum
adalah bila dalam proses memahami tersebut warga masyarakat
menghayati tentang adanya manfaat hukum bagi kehidupan bersama di
dalam masyarakat bersangkutan, dan hal ini bila warga masyarakat
tersebut mengetahui tujuan dan tugas hukum yang sesungguhnya
diperlukan bagi kepentingan umum. Oleh karena kesadaran hukum harus
dicapai terlebih dahulu agar masyarakat dapat memiliki pemahaman yang
baik terhadap Perda tersebut. 2

Rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap
Perda No.10 Tahun 2013 dapat disebabkan materi muatan Perda tersebut
merupakan lapangan hukum netral. Pengetahuan dan pemahaman hukum
masyarakat jauh lebih baik untuk lapangan-lapangan hukum yang tidak
netral jika dibandingkan dengan lapangan hukum netral. Lapangan
hukum non-netral adalah lapangan hukum yang dekat dengan suasana
kehidupan agama dan kepercayaan atau dekat dengan kebudayaan,
sedangkan lapangan hukum netral adalah lapangan hukum yang tidak
berkaitan erat dengan agama, kepercayaan atau kebudayaan. Ini berarti
pula pemahaman masyarakat dengan kaedah (kaedah sosial yang
kemudian diangkat menjadi kaedah hukum) hukum yang tumbuh dari
bawah jauh lebih baik jika dibandingkan dengan kaedah hukum yang
dituangkan dari atas. Jika pemahaman dan pengetahuan masyarakat
tentang kaedah hukum itu termasuk tentang isi kaedah hukum itu sudah
baik maka kemungkinan masyarakat untuk mematuhi atau mentaatinya
lebih terbuka. Perda No. 10 Tahun 2013 mengatur masalah ketertiban
umum dan ketentraman masyarakat tetapi dengan materi muatan yang
bagi beberapa warga tidak dekat dengan suasana agama maupun
kebudayaan. Misalnya, masalah berjualan di tempat umum tanpa izin.
Bagi beberapa warga, trotoar dan ruang publik merupakan ruang bersama
bagi masyarakat dalam menjalankan kegiatan. Oleh karena itu terdapat
perbedaan dalam memaknai materi muatan Perda No. 10 Tahun 2013.*

20Victor Immanuel W. Nalle, Op.Cit.
! bid.
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Dengan demikian, jelas bahwa kesadaran hukum adalah lebih tepat bila
dilihat sebagai wahana psikologi hukum. Kesadaran hukum pada
hakikatnya adalah “kesetiaan” seseorang atau subjek hukum terhadap
hukum itu yang kemudian diwujudkan dalam bentuk prilaku nyata.
Secara psikologis kesadaran hukum masih bersifat abstrak, dan baru
bersifat konkret atau senyatanya setelah diwujudkan dalam perilaku
nyata. Karenanya kesadaran hukum yang menjadi tujuan penyuluhan
hukum adalah kesadaran hukum yang diwujudkan dalam bentuk prilaku
nyata. Letak kesadaran hukum berada dalam dunia abstrak, sebagai
pilihan olah pemikiran untuk menghargai hukum dan sekaligus berada
dalam dunia nyata atau dunia perilakunya yang diwujudkan dalam
kepatuhan terhadap hukum. Oleh karena itu, cara atau teknik penyuluhan
yang komunikatif kepada warga masyarakat untuk menghargai hukum,
yang dapat efektif untuk menimbulkan kesadaran hukum masyarakat.
Apabila sudah menemukan teknik penyuluhan yang tepat guna maka
masalah kontinuitas dan masalah luasnya jangkauan wilayah penyuluhan
juga merupakan hal penting untuk suksesnya penyuluhan hukum, dan
ujung-ujungnya secara manajerial suksesnya kegiatan penyuluhan
hukum akan bermuara pada tersedianya fasilitas dan biaya
penyelenggaraan. Untuk sampai pada tingkat kesadaran hukum
masyarakat, maka segi manfaat atau kegunaan hukum haruslah betul-
betul dapat dipahami oleh setiap warga masyarakat. Sebaliknya,
informasi dalam penyuluhan hukum cenderung memperkenalkan hukum
pada masyarakat sebagai sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang
merepotkan, dan sesuatu yang hanya ideal dalam norma tapi tidak
konsisten dalam pelaksanaannya. Kondisi ini harus dinetralisir sehingga
masyarakat menjadi berpersepsi yang baik atau menguntungkan tentang
hukum. Penghargaan atau penilaian positif terhadap hukum untuk
pembentukannya sangat dipengaruhi oleh fakta hukum yang membentuk
opini dan persepsi masyarakat tentang hukum. Media massa yang
memunculkan berita dan tayangan visual tentang berbagai peristiwa yang
secara kategoristik memperkeruh opini dan persepsi masyarakat terhadap
hukum, disadari atau tidak merupakan suatu hal yang merugikan kegiatan
penyuluhan hukum dalam rangka menumbuhkan kesadaran hukum
masyarakat. %

22]bid.
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Supeltas adalah orang-orang yang tergerak hatinya untuk
membantu melakukan pengaturan lalu-lintas jalan, ruas jalan yang diatur
oleh Supeltas terutama adalah dibagian perempatan jalan, pertigaan jalan,
maupun tempat arus putar balik, hal ini dilakukan oleh Supeltas
dikarenakan keprihatinan mereka oleh suatu fenomena kemacetan yang
terjadi di Kabupaten Sidoarjo ini. Bentuk keprihatinan dari beberapa
masyarakat yang peduli akan kemacetan tersebut diwujudkan melalui
perwujudan yang nyata dengan terjun langsung kelapangan membangun
hukum yang berkeadilan.

Partisipasi selanjutnya yang dilakukan oleh Supeltas adalah
partisipasi yang diwujudkan dalam bentuk dukungan, karena Supeltas
melalui pekerjaannya dalam melakukan pengaturan lalu-lintas jalan
secara langsung maka secara otomatis seluruh Supeltas juga mendukung
terhadap sebuah program yaitu adanya sebuah ketertiban, keamanan, dan
kenyamanan berlalu- lintas. Partisipasi berupa dukungan yang diberikan
oleh Supeltas sangat nyata adanya yang tidak hanya diberikan dukungan
melalui lisan atau tulisan saja, akan tetapi juga diberikan dukungan
melalui tindakan yang nyata dengan melakukan pengaturan jalan secara
sukarela dan hal ini menurut Huraerah dalam pengklasifikasiannya
tentang partisipasi berbentuk partisipasi dalam bentuk dukungan, yang
bentuk partisipasi ini berada pada point ketiga. Tujuan keberadaan dan
partisipasi Supeltas dalam melakukan pengaturan lalu-lintas adalah agar
terciptanya sebuah tatanan yang baik didalam penggunaan jalan, yang
diwujudkan dalam sebuah ketertiban umum, oleh karena itu sangat
diperlukan sebuah koordinasi yang baik antar berbagai pihak, terutama
adalah pihak Supeltas dengan pihak kepolisian dan juga masyarakat
umum sehingga diharapkan upaya koordinasi yang dilakukan tersebut
dapat mencapai pada sebuah ketertiban umum.

Menurut konsep ketertiban umum yang memiliki arti bahwa
ketertiban umum adalah suatu keadaan yang didalamnya tidak ada
sebuah kekacauan serta pelanggaran, dan keadaan tersebut dalam kondisi
yang teratur dan tidak ada penyimpangan terhadap aturan. Akan tetapi
keberadaan dan peran Supeltas pada realita saat ini justru menentang

Nova Sombang, Partisipasi Masyarakat Dalam Perancangan Pembangunan

(Studi di Desa Wori Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara), Jurnal Fisip Unsrat,

2021.
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aturan yang berlaku, selain itu juga menimbulkan kekacauan atau
pelanggaran, karena semakin banyak keberadaanny yang hanya mencari
keuntungan saja, schingga membuat jalanan semakin tidak teratur dan
tidak terkoordinir. Supeltas yang seharusnya membuat kondisi jalan raya
semakin terarah sebagai pengawal dan pengatur akan ketertiban dan
keamanan berlalu-lintas, juga dengan adanya Supeltas maka kemacetan
dapat terminimalisir, serta etika pengendara dijalan raya dapat lebih
terjaga. Jadi, keberadaan serta peran Supeltas ini yang scharusnya
membuat keadaan menjadi lebih baik dan lebih tertib dan teratur dalam
perwujudan ketertiban umum, menjadi berubah karena permasalahan
yang ada memang hanya membuat kemacetan di titik-titik yang mana
seharusnya tidak diperlukan menjadi tidak teratur akibat kurangnya
pemahaman atas Tindakan yang dilakukan.

Faktor yang melatarbelakangi munculnya Supeltas di Kabupaten
Sidoarjo, diantaranya adalah Kebutuhan hidup semakin hari kian
meningkat, terutama masyarakat yang hidup di kota-kota besar yang
mempunyai biaya hidup lebih mahal di bandingkan yang di tinggal di
desa, hal tersebut dikarenakan segala sesuatunya hanya mampu diperoleh
dengan cara di beli, kalau kata orang kota, “hidup di kota ngak ada uang
= nggak makan®. Tentunya butuh usaha dan kerja untuk memenuhi
segala kebutuhan sehari-hari tersebut. Namun tidak semua orang
memiliki nasib yang sama, yakni sama-sama memiliki modal dan
pengetahuan untuk mereka kembangkan agar menjadi modal untuk
berpenghasilan. Ada beberapa orang yang butuh perjuangan keras agar
mereka mampu memenuhi kebutuhannya sehari-hari, orang-orang yang
tidak memiliki pendidikan tinggi dan pengetahuan lebih ini hanya
mampu mengintai apa yang mampu mereka kerjakan agar dapat pula
menghasilkan uang. **

Faktor yang paling menonjol maraknya Supeltas di Kota
Sidoarjo disebabkan karena adanya peluang untuk mendapatkan uang
dengan mudah dengan kondisi situasional dijalan kemudian pekerjaan
Supeltas tersebut terbilang mudah tanpa harus membawa ijazah
pendidikan untuk memperoleh pekerjaan tersebut, karena kebutuhan
sehari-hari mereka yang tidak mampu di penuhi tanpa bekerja sehingga

24Nursalam dan Maulana Akbar, Persepsi Masyarakat Terhadap Eksistensi
Pak Ogah, jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi, Vol.III, No.2, 2016. h.226.
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dipililah pekerjaan Supeltas ini, serta pengangguran karena tidak
memiliki pendidikan sehingga mereka memilih untuk mengais rezeki
dengan cara pintas menjadi Supeltas. dan tidak adanya ketegasan yang
totalitas dari pihak yang berwenang untuk memberhentikan aktivitas
Supeltas tersebut.

Supeltas yang keberadaanya atas keinginan sendiri tidak karena
tugas dari kepolisian atau pihak terkait, justru juga merugikan bagi
Supeltas itu sendiri, seperti kejadian yang menimpa salah satu Supeltas
di Kota Sidoarjo, khususnya Supeltas di wilayah kecamatan Taman,
Sidoarjo yang meninggal akibat kecelakaan dengan tertabraknya
Supeltas saat sedang membantu mengatur lalu lintas. Supeltas yang
meninggal karena ditabrak dan terseret truk tersebut mengakibatkan luka
di bahu dan kepala hingga meninggal dunia, dugaan atas peristiwa
tersebut disebabkan, karena kurang kehati-hatian supir truk dan juga
lalainya Supeltas. Sehingga kejadian tersebut harus ditangani oleh
Kepolisian terkait.

Gambar 2 : Wawancara dengan Supeltas Kabupaten Sidoarjo

Peran serta atau partisipasi masyarakat merupakan salah satu
prinsip otonomi daerah, dan Daerah Kabupaten/Kota harus mampu
meningkatkan partisipasi masyarakat. Jadi peran Supeltas dalam
melakukan pengaturan jalan raya adalan bentuk dari sebuah partisipasi
yang muncul dari sebagian masyarakat untuk ikut serta membantu pihak
yang memiliki kewenangan dibidang pengaturan jalan dalam hal ini adalah
kepolisian lalu- lintas untuk melakukan pengaturan jalan yang dilakukan
dengan sukarela dengan tujuan lalu-lintas dijalan raya menjadi lancar,
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aman, tertib serta tidak terjadi kemacetan. Dalam hal ini Supeltas yang
muncul dari masyarakat kecil adalah sebagai sebuah sampel dari
masyarakat luas yang ikut berpartisipasi didalam penyelenggaraan
kebijakan pemerintah daerah khususnya adalah dibidang pengaturan lalu-
lintas dijalan raya.

Berdasarkan hasil observasi dilapangan dan hasil wawancara di
atas, peneliti dapat mengemukakan bahwa Tindakan yang dilakukan
petugas kepolisian terkait adanya tenaga sukarelawang pengatur lalu lintas
(Supeltas) yang beroperasi dijalanan masih kurang dan lemah karena
masih mendahulukan sisi kemanusiaannya daripada penegakan hukumnya
yang berlaku, serta saling lempar tanggung jawab. Keberadaan Supeltas
yang beredar di Sidoarjo memang sangat banyak, satu sisi memang dapat
dilihat bahwa keberadaan mereka diperlukan seperti salah satu narasumber
A (Supeltas) beliau mengatakan bahwa peran mereka dalam mengatur
murni atas kemanusiaan dan sukarela, tidak ada pembinaan dari pihak
terkait serta jarang adanya pengawasan atas keberadaannya atau di biarkan
saja. di sisilain penulis juga menemukan narasumber di arah atau wilayah
yang berbeda, Narasumber mengatakan juga sama hal nya seperti yang
sebelumnya, bahwa mereka bekerja atas kemauan sendiri tanpa adanya
suruhan ataupun pembinaan, tetapi narasumber B keberadaannya sering
menimbulkan kemacetan karena ketidakmampuannya untuk mengatur
sendiri, serta dengan melakukan pengaturan lalu lintas di usia yang
tergolong muda, Supeltas B rela berganti profesi yang dahulunya bekerja
bahkan memiliki usaha kecil, rela berganti menjadi Supeltas karena
menurutnya pekerjaan tersebut memiliki upah yang lebih tinggi dan
menjanjikan. Dalam bertugas mereka pernah juga mendapati teguran saja
apabila terdapat polisi yang sedang berjaga, yang mana hanya teguran
biasa agar kondisi jalanan bersih disaart jalan sedang di perlukan.
Berdasarkan wawancara dapat diketahui awal muncul nya Supeltas pada
dasar nya ingin menolong orang disaat macet. Karena itu muncul inisiatif
bagaimana bisa menolong orang disaat macet. Yakni dengan mengatur lalu
lintas di persimpangan Jalan, Putar balik arah dan lain-lain. Tidak rugi
menolong orang karena disatu sisi membantu agar orang-orang dapat
menjalani aktivitasnya tanpa hambatan dan juga disatu sisi mendapat
pahala. Namun karena disaat mengatur lalu lintas membuat para
pengendara merasa terbantu akan kehadiran mereka di tengah kemacetan.
Hal ini pun diapresiasikan dalam bentuk imbalan yang diberikan oleh
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pengendara. Nominal yang di berikan pun sesuai keikhlasan diberikan oleh
pengendara kendaraan. Namun berdasarkan pengamatan dan pendalaman
wawancara karena dasar menolong inilah awal munculnya Supeltas. Dari
hasil pemberian pengendara kendaraan yang cukup lumayan bagi mereka
untuk kebutuhan sehari-hari. Maka mereka melihat ini sebuah peluang
pekerjaan yang menguntungkan untuk di kerjakan. Mereka kerja tanpa
ikatan dinas, tanpa ada jam kerja yang ditetapkan, dan bebas mau
dilakukan kapan saja. Pekerjaan ini dilakukan mereka berdasarkan sesuka
hati melakukan nya, tanpa terbebani seperti kerja di perkantoran.

Susahnya mendapat lapangan pekerjaan di zaman sekarang
dengan persaingan yang sangat banyak membuat angka pengangguran
semakin bertambah. Jumlah pengangguran yang banyak ini tak jarang
membuat masyarakat mencari pekerjaan lain. Dalam bekerja perlu adanya
keahlian yang dimiliki secara khusus agar bisa sesuai pekerjaan dengan
keahlian masing-masing. Tidak dengan Pak Ogah di Jalan Bhayangkara,
mereka dominan adalah dulunya bekerja sebagai kuli bangunan. Namun
karena menjadi kuli bangunan tidak lah setiap saat ada panggilan untuk
menjadi kuli bangunan. Tergantung kapan saja dibutuhkan. Berdasarkan
hasil wawancara yang dilakukan kepada Pak Ogah ini lah mereka berpikir
harus bisa mendapatkan uang ketika tidak ada pekerjaan. Karena menjadi
Pak Ogah tidak lah susah cukup dibutuhkan keberanian mengatur lalu
lintas di tengah jalan. Dengan bermodal keberanian dan juga melihat-lihat
ketika polisi mengatur lalu lintas. Itu sudah cukup menjadi Pak Ogah.
Kurangnya keahlian juga dibarengi dengan umur yang sudah tua kira-kira
tiga puluh sampai empat puluh tahunan yang sulit mencari pekerjaan lain.
Situasi yang mereka alami bersifat kondisional, yakni karena kondisi yang
relatif bersifat sementara. Mereka juga memiliki cita-cita tetap berusaha
agar kelak mereka memiliki cukup modal untuk memulai membuat usaha.
Mereka juga mengatakan tidak mungkin seterusnya dengan pekerjaan ini,
karena risiko yang besar seperti di tangkap polisi ketika razia karena
pekerjaan yang illegal. Kalau mereka ditangkap polisi maka perekonomian
keluarga juga kesusahan serta kesedihan dalam keluarga. Mereka sudah
tahu apa dampaknya namun ini dilakukan semata-mata untuk
mendapatkan uang
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Gambar 3 :Wawancara dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu anggota Satuan
Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo, bahwa memang pada dasarnya
pengaturan mengenai Supeltas yang beroperasi sidoarjo tidak memiliki
legalitas resmi, akan tetapi Satuan Polisi Pamong Praja juga mengatakan
bahwa selalu diadakannya pengawasan dengan keliling apabila terdapat
Supeltas yang keberadaannya mengganggu, aka nada teguran secara lisan
saja. Tetapi bertolak belakang dari hasil wawancara dengan Supeltas yang
mengatakan bahwa dalam melalukan tindakannya jarang terdapat pihak
resmi atau pihak yang berkewenangan melakukan pemeliharaan mengenai
Supeltas yang mana dapat dikataka bahwa keberadaan mereka bebas tanpa
adanya larangan. Benar memang terdapat teguran dari petugas yang
berwenang terhadap Supeltas, bahkan terdapat sanksi hingga penahanan
kepada mereka jika tidak menghiraukan teguran. Namun hal itu belum
efektif karena sudah terbukti di lapangan masih banyak ditemui
Sukarelawan Pengatur Lalu Lintas (Supeltas) yang masih beroperasi.
Semestinya mereka memberikan pembinaan dengan bekerja sama dengan
Dinas Sosial, Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja yang
terkait dengan memberikan mereka bekal atau skill untuk membangun
usaha sehingga mereka tidak Kembali turun ke jalan untuk beroperasi.
Apalagi sangat banyak keberadaan mereka yang beroperasi hanya untuk
mendapatkan upah saja, seperti salah satu pertanyaan penulis terhadap
narasumber, bahwa mereka rela berganti profesi menjadi Sukarelawan
Pengatur Lalu Lintas di usia yang tergolong muda, karena mereka merasa
bahwa pendapatannya dalam mengatur lalu lintas lebih banyak dan
menjanjikan dari sebelumnya mereka bekerja.
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Terkait hal tersebut, dapat dikatakan bahwa penegakan hukum
bagi Sukarelawan Pengatur Lalu lintas di sidoarjo memang belum jelas
keberadaannya, berbeda dengan Kota Surabaya. Hal ini disebabkan karena
adanya keterbatasan sumber daya manusia dalam penegakan hukum yang
mencakup dua aspek, yaitu aspek kualitas dan kuantitas. Aspek kualitas
mencakup pemahaman seluruh penyelenggara pemerintahan di Kabupaten
Sidoarjo, hingga tingkat desa, terhadap Perda No. 10 Tahun 2013.
Penegakan Perda No. 10 Tahun 2013 selama ini banyak bergantung pada
Satuan Polisi Pamong Praja di tingkat Kabupaten Sidoarjo maupun tingkat
kecamatan. Padahal kuantitas personil maupun anggaran mempengaruhi
ruang gerak Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan pengawasan
kepatuhan masyarakat terhadap Perda No. 10 Tahun 2013. Keterbatasan
tersebut tidak diimbangi dengan aparat pemerintahan di tingkatan paling
rendah. Keterbatasan penegakan hukum tersebut disebabkan keterbatasan
kuantitas Satuan Polisi Pamong Praja di tingkat maupun Polisi Pamong
Praja di tingkat kecamatan. Oleh karena itu keterbatasan tersebut harus
diimbangi dengan kualitas penyelenggara pemerintahan di tingkat desa
dalam upaya-upaya meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap Perda
No. 10 Tahun 2013. Keberhasilan Perda No. 10 Tahun 2013 tentunya
bukan diukur dari makin meingkatnya pelanggaran yang ditangani oleh
PPNS. Indikator keberhasilan Perda No. 10 Tahun 2013 adalah ketika
masyarakat tidak lagi melakukan pelanggaran-pelanggaran yang dilarang
oleh Perda No. 10 Tahun 2013. Domain pemerintah desa dalam
penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban telah diatur dalam Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU No. 6 Tahun 2014).
Berdasarkan Pasal 26 ayat (2) huruf g UU No. 6 Tahun 2014, Kepala Desa
berwenang membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa. Selain
itu dalam Pasal 80 ayat (4) huruf e diatur bahwa prioritas, program,
kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa dirumuskan berdasarkan
penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang salah satunya
meliputi peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat Desa
berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa. %

%Victor Immanuel W. Nalle, Op.Cit.
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3.4. Respon Masyarakat Terhadap Sukarelawan Pengatur Lalu Lintas

Kehadiran Sukarelawan Pengatur Lalu Lintas di jalan untuk
mengenai pro dan kontra dalam masyarakat pada umumnya, namun
demikian kegiatan tersebut tetaplah illegal dan tidak sah untuk dilaksanakan.
Meski kita tidak melihat dampak yang begitu besar dengan hadirnya polisi
coba tersebut namun tetap keadilan mereka nyata dirasakan dan apabila
diabaikan keberadaannya akan mempengaruhi sistem yang ada pada
masyarakat ke depannya, seperti yang diungkapkan pakar sosiologi dalam di
teorinya structural-fungsional menyatakan bahwa suatu sistem dapat
beroperasi menentang fungsi fungsi lainnya dalam suatu sistem sosial.
Secara ekstrim teori ini beranggapan bahwa semua peristiwa dan semua
struktur adalah Fungsional bagi masyarakat. Dengan demikian pada tingkat
tertentu misalnya peperangan, Ketidaksamaan sosial, perbedaan ras bahkan
kemiskinan diperlukan oleh suatu masyarakat. Perubahan dapat terjadi
secara perlahan lahan dalam masyarakat. Kalau terjadi konflik, penganut
teori ini memusatkan perhatiannya kepada masalah bagaimana cara
menyelesaikan sehingga masyarakat tetap dalam keseimbangan. Begitu pula
yang terjadi pada masyarakat, bahwa kehadiran supeltas di dalam
masyarakat tentu memiliki fungsi, namun keberadaannya dapat mengganggu
sistem yang ada dalam masyarakat meskipun perlahan lahan, namun dapat
membawa perubahan dalam masyarakat sehingga dibutuhkan cara untuk
menyelesaikan agar masyarakat tetap dalam keseimbangan.

Menurut pendapat atau pandangan masyarakat sebanyak faktor-
faktor muncul dan semakin banyaknya pekerja supeltas yang pertama adalah
jumlah kendaraan yang semakin bertambah atau semakin banyak, semakin
bertambahnya kendaraan adalah dampak dari semakin banyaknya jumlah
penduduk. Kendaraan yang menjadi alat pemudah seseorang berpergian
kesatu tempat ke tempat yang lain, bertambahnya jumlah kendaraan yang
tidak diimbangi dengan ruas atau fasilitas jalan yang tidak memadai akan
menimbulkan  kemacetan. Terjadinya kemacetan tersebut yang
menyebabkan munculnya pekerja supeltas yang memanfaatkan jalanan yang
padat untuk mencari nafkah. Selanjutnya menurut masyarakat dengan
berpendapat bahwa salah satu faktor munculnya pekerja supeltas adalah
polisi tidak mengatur lalulintas. Menurut masyarakat polisi lalulintas jarang
sekali ada di titik jalan rawan kemacetan, dan tidak mengatur lalulintas di
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jam-jam sibuk seperti pagi hari pada saat pergi sekolah pergi bekerja, dan
pulang sekolah pulang kerja, padahal peran polisi lalulintas sangat
dibutuhkan di jam- jam tersebut. Dengan tidak adanya polisi yang mengatur
lalulintas, digantikan lah oleh supeltas.

Ada berbagai persepsi yang muncul dengan keberadaan Supelats
tersebut dalam masyarakat dari berbagai golongan dan profesi, sepertipihak
pengatur lalu lintas jelas mengharapkan keberadaan Supeltas ini tidak
dibenarkan, mengingat peraturan pemerintah yang menckankan bahwa
kenyamanan dan keamanan di jalan adalah yang paling utama.Dari
masyarakat umum sendiri melihat keberadaan Supeltas ada yang pro dan
adapula yang kontra. Seperti salah satu pengendara roda empat yang hampir
tiap hari berjumpa dengan Supeltas ini. Keberadaan Supeltas terkadang
membantu pengendara untuk mempermudah membelokkan kendaraannya
namun terkadang pula jasa Supeltas ini tidak begitu di butuhkan di jalan
melihat kondisi jalan yang sepi dan sangat mudah kendaraan untuk memutar
arah dan kehadiran Supeltas di tengah jalan dalam jumlah yang terlalu
banyak membuat masyarakat tidak nyaman karena bisa menuai kemacetan
dan masyarakat lebih mengharapkan pihak kepolisian lalu lintaslah yang
dijalan untuk mengatur lalu lintas karena merekalah yang lebih berwenang.
Begitulah berbagai pendapat yang mereka ungkap sebagai pengguna jalan
yang setiap saat bertemu Supeltas di jalan.

Dalam penelitian ini, peneliti mendapatkan respon masyarakat
mengenai keberadaan Supeltas. Supeltas itu ilegal dan sebagainya. Serta
mengetahui bagaimana sikap masyarakat terhadap supeltas. Respon
masyarakat terhadap fenomena supeltas yang dimaksud adalah semua atau
keseluruhan jawaban dari responden yang berkaitan dengan pengetahuan
terhadap sebutan Supeltas atau Polisi Cepek, Supeltas mengatur lalu lintas
secara illegal, supeltas bekerja secara sukarela, pengetahuan tentang tidak
adanya aturan untuk memberikan retribusi kepada supeltas, yang berwenang
mengatur lalulintas hanya petugas dishub/polantas, dan pengrtahuan
terhadap jam-jam supeltas bekerja, yang kemudian ditingkat dari baik,
cukup, dan kurang baik, setelah itu ditarik kesimpulan untuk mengetahui
bagaimana tingkat pengetahuan masyarakat dan untuk memudahkan
dijadikan sebuah bacaan dari hasil jawaban—jawaban responden.

Berdasarkan jawaban responden menujukan bahwa masyarakat
yang memiliki pengetahuan baik yaitu sebanyak 15 orang dengan persentase
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90,0%, kemudian untuk masyarakat yang memiliki pengetahuan cukup yaitu
5 orang dengan persentase 10,0%, dan 0 untuk yang pengetahuannya kurang.
Setelah dilakukannya perhitungan tersebut kemudian ditingkatkan maka
dapat disimpulkan bahwa pengetahuan masyarakat Kota Surabaya dan
Kabupaten Sidoarjo terhadap adanya supeltas sudah sangat baik. Setelah itu,
peneliti ingin melihat tingkat respon masyarakat terhadap supeltas di Kota
Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo apakah positf atau negatif

6. Apakah di daerah Anda, Supeltas/Polisi Cepek melakukan pekerjaan dengan baik ?

20 responses

@ tidak
®iya
kadang

Gambar 4 : Hasil Responden.

Dari hasil pendataan responden tersebut terkait keberadaan
Supeltas bekerja dengan baik dan tidak, terdapat hasil 50:50, dimana
keberadaan Supeltas melakukan tindakannya dengan baik. Dari 10
responden yang merespon positif beranggapan bahwa dengan keberadan
supeltas mereka merasa terbantu, meskipun sebagian masih beranggapan
bahwa supeltas hanya dibutuhkan disaat jalanan macet dan apabila
mereka bekerja mengatur lalulintas berdua tidak sendiri. Sedangkan 10
responden yang merespon ragu-ragu terhadap keberadaan Supeltas
beranggapan bahwa dengan adanya supeltas memungkinkan membuat
kemacetan semakin parah karena ketidak tahuan atau ketidak
pahamannya dalam mengatur lalulintas.
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8. Apakah menurut anda perlu atau tidak pemberian legalitas bagi

Supeltas/Polisi Cepek dari instansi resmi...engatur/menjaga ketertiban lalu lintas ?
20 responses

@ tidak
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kadang

Gambar 5 : Hasil Responden.

Berdasarkan pertanyaan mengenai perlunya pemberian legalitas
bagi Supeltas, banyak responden yang memberikan jawaban bahwa
sangat perlu bagi Pemerintah untuk memberikan pengaturan resmi
terhadap keberadaan Supeltas. Masyarakat beranggapan bahwa
seharusnya Supeltas tidak perlu dikasih imbalah atau upah meskipun hal
tersebut adalah kebebasan masing-masing pengguna jalan untuk
memberi atau tidak, karena pada dasarnya mereka bukanlah pengatur lalu
lintas resmi atau seseorang yang tidak memiliki legalitas, karena banyak
dari Supeltas yang terkadang membantu dan melakukan aksinya hanya
atas dasar upah, seperti contohnya, pada putar balik arah, mereka hanya
fokus memberi arahan kepada kendaraan roda dua karena menurutnya
hanya kendaraan roda dua yang sering memberikan upah. Sehingga
banyak responden yang mengatakan bahwa seharusnya apabila Supeltas
tetap melakukan pekerjaanya, seharusnya lebih berhati-hati dan melihat
apakah memang pada jalan atau penempatan mereka sesuai atau tidak
dengan apa yang seharusnya diperlukan, karena terdapat beberapa lokasi
dan jalan dimana sudah terdapat rambu-rambu lalu lintas sehingga
keberadaan mereka hanya akan membuat kemacetan.

Menurut beberapa responden mengatakan bahwa keberadan
Supeltas tidak efektif dan juga ada yang mengatakan bahwa
keberadaannya efektif dan diperlukan. Dalam peran atau pekerjaan, polisi
cepek terkadang sangat berdampak pada perubahan situasi di jalanan
terlebih di bagian jalan yang seharusnya membutuhkan fasilitas seperti
traffic light, atau penjagaan polisi lalu lintas. Dalam keadaan yang
mungkin dapat disebut keadaan tidak terduga setiap persimpangan jalan
yang minim fasilitas jalan dan penjagaan keberadaan polisi cepek
menjadi sosok yang secara tidak langsung dibutuhkan oleh masyarakat.
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Dimana secara tidak langsung keberadaan Supeltas dibutuhkan dengan
pengecualian hanya di wilayah atau lokasi tertentu yang sangat
membutuhkan jasanya.

sehingga harapan masyarakat muncul dalam permasalahan
supeltas, yang pertama yaitu masyarakat menginginkan satlantas segera
menertibkan supeltas yang mana masyarakat atau pengendara merasa
terganggu oleh kehadiran supeltas, Hal ini dikarenakan keresahan
masyarakat terhadap kehadiran supeltas yang menurut mereka membuat
kamacetan dan membuat kemacetan semakin parah lagi, karena
kurangnya pengetahuan dalam mengatur lalulintas, dan juga yang
membuat masyarakat mengharapkan satlantas segera menertibkan
supeltas disebabkan ada beberapa supeltas di satu jalan yang sering
memaksa meminta imbalan kepada pengendara yang lewat, memaksa
hingga mengetuk mobil pengendara tersebut dan memaki pengendara
ayang tidak memberi imbalan uang sehingga diharapkan seluruh supeltas
untuk bekerja lebih sukarela lagi, tidak berlaku kasar kepada pengendara
ketika tidak diberikan imbalan, Harapan selanjutnya yang disampaikan
masyarakat kepada supeltas yaitu, agar supeltas tidak membuka
pembatas jalan yang ada di u-trun atau putaran jalan yang sudah ditutup
oleh dinas perhubungan/stalantas, sehingga menyebabkan kemacetan di
beberapa putaran jalan, dijalan tersebut sudah ditutup dengan pembatas
jalan dan pengendara tidak bisa memutar lagi dikarenakan sering kali
terjadi kemacetan di jalan tersebut. Oleh supeltas pembatas tersebut
dibuka sehingga mobil dan motor yang tidak ingin menempuh perjalanan
jauh memilih untuk lewat jalan tersebut sehingga menimbulkan
kemacetan yang dimanfaatkan supeltas sebagai tempat mencari uang.

Kemudian pada harapan kedua yaitu, masyarakat menginginkan
satlantas memberikan pelatihan kepada supeltas dalam mengatur
lalulintas agar dapat mengatur lalulintas dengan benar, Hal ini
disebabkan karena menurut mereka jarangnya polantas bertugas
mengatur lalulintas di jam-jam sibuk, dan saat macet. Padahal disaat
seperti itu keberadaan polisi lalulintas sangat dibutuhkan. Dengan
diberikannya pelatihan kepada supeltas dapat membantu tugas polisi
lalulintas apabila sedang tidak bertugas, dan dengan diberikannya
pelatihan tersebut supeltas dapat mengetahui cara-cara mengatur
lalulintas pada saat macet sehingga supeltas itu sendiri bisa mengurangi
kemacetan bukanya malah menambah kemacetan yang ada. Harapan
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yang terakhir yang disampaikan oleh masyarakat yaitu Polantas agar
melakukan tugas semestinya setiap hari, mengatur lalulintas di jalanan
yang rawan macet, dan ketika jalanan macet tidak hanya berdiri dan
melihat-lihat saja.



